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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat 

dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang- 

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan  

ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.1 

Tujuan  tersebut  di  atas  tentunya tidak  akan  terwujud  apabila tidak 

dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota 

Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya   

kedisiplinan   bagi   anggota   Polri   sebagai   penegak   hukum, pemerintah telah 

menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang 

kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.2 

Polri  sebagai  sub  sistem  dari  pemerintah  secara  responsif  telah 

berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean   

                                                           
1  Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Replubik Indonesia. 
2 Ali Subur dkk, Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap 

Kepolisian), Kontras 2007, h. 4 
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Government   baik   dalam   pelaksanaan   tugas   pokok   memelihara Kamtibmas, 

menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat 

maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand 

strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).3 

Kompleksitas   tantangan   tugas   Polri   pada   era   reformasi   dalam 

perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan 

yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun 

operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari 

penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri 

seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), kualitas 

penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain 

diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, 

diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi 

dan perilaku negatif.4   Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement 

dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling 

korup di Indonesia. Setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi 

bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya 

dalam penyimpangan kode etik profesi Polri.5 

                                                           
3 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, (Yogyakarta; Gajah Mada 

University, 2006), h.3 
4 Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

(Bandung; PT. Refika Aditama, 2008), h.42 
5 Ibid 
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Kode  etik  profesi  adalah  suatu  tuntutan,  bimbingan  atau  pedoman moral 

atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban 

dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi  itu  

sendiri  dan  mengikat  mereka  dalam  praktik.  Dengan  demikian maka kode 

etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing   dan   

pengendali   bagaimana   seharusnya   atau   seyogyanya pemegang profesi 

bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. 

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku 

bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian 

tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur 

secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  yang ditindaklanjuti dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun  Peraturan Kapolri 

(Perkap) No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan  Sehingga 

Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.6 

Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau Undang-

Undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri 

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  

Negara  Republik  Indonesi, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

                                                           
6 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), (Surabaya; Laksbang 

Mediatma, 2007), h.6 
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Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan 

baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-

pelanggaran  terhadap  kode etik.  Pelanggaran  kode etik merupakan  

ketidaksesuaian  setiap  perbuatan  dari  anggota  Polri  terhadap norma-norma 

atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan 

peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang 

atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. 

Dalam penegakan kode etik profesi Polri di Polres Purrworejo sebagian 

besar belum merujuk ke dalam kode etik profesi POlri (KEPP). Hal ini terjadi 

karena pelanggaran yang dilakukan personel masih termasuk kategori ringan. 

Tetapi pada dasarnya penegakan kode etik  di Polres Purworejo perlu ditingkatkan 

agar berjalan lebih maksimal. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota 

Polri di Polres Purworejo dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama 

anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik. Namun pada 

praktiknya pada saat terjadi pelanggan kode etik Polri, KKEP kesulitan 

menentukan keputusan  sanksi pelanggaran karena adanya tumpang tindih 

material dari  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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 Berdasarkan permasalahan di atas penulis berkeinginan menyusun tesis 

berjudul “Implementasi PP No. 2/2003 dan Perkap No. 14/2011 terhadap 

Penegakan Kode Etik di Polres Purworejo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah  dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

penegakan KEPP di Polres Purworejo? 

2. Apakah kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam penegakan KEPP di Polres Purworejo? 

3. Bagaimana solusi yang  dapat diusulkan untuk  mengatasi  materi yang 

tumpang tindih pada implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  

Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam penegakan KEPP di Polres Purworejo 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi  Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  

Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan KEPP di Polres 

Purworejo 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  

serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan KEPP di Polres 

Purworejo? 

3. Memaparkan  solusi yang  dapat diusulkan untuk  mengatasi  materi yang 

tumpang tindih pada implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  

Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam penegakan KKPP di Polres Purworejo 
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D. Kerangka Konseptual 

 

1. Implementasi 

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan 

banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang 

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab 

dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi 

yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu 

ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. 7 

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan.  Pandangan tersebut dikuatkan dengan 

pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan 

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan 

merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah 

dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk 

menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.8 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna 

implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

                                                           
7  Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model 

dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari 

Makassar, 2008, hlm 117.   
8  Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Goggin, 

Malcolm L et al. 1990, hlm 1.   
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Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”9 

2. PPRI Nomor 2 Tahun 2003  

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Suatu organisasi selalu 

mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, 

profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan 

kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib 

dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab institusi tersebut. 

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul 

dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib 

perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi 

tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan 

kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat 

organisasi tersebut statis tidak berkembang. 

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata 

tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk 

                                                           
9  Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and 

Company, USA, 1983, hlm 139.   
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peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah 

tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara 

berbagai aturan intern tesebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang 

dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun 

harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut. 

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan 

kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan 

disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan 

komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang 

diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. 

3. Perkap No 14 Tahun 2011  

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, 

Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan 

terhadap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 

7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 

15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesi cbs, MK k;’a; dan peraturan lain yangmengatur tentang Kode Etik 

Profesi di lingkungan Polri. 

 

4. Penegakan 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara 

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian 

pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada 

kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan 

penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit10 

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai 

pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-

pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, 

misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai 

kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam 

                                                           
10 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. 

Jakarta. 1983. Hal 7   
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penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan 

nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena 

nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secarakonkret terjadi dalam 

bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. 

Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap 

tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.11 

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini 

tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang 

dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan 

pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan 

turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan 12. Penegakan 

hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga 

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. 

5. Kode Etik  

Etika  berasal  dari  bahasa  yunani  kuno  Ethos,  yang  dalam  bentuk 

tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari Ethos 

                                                           
11 Ibid. hal 6  
12 Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 

2009. Hal 25   
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adalah Ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah 

istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk 

menunjukan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti 

ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.13 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, 

yaitu:14 

a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak). 

b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 

c. Nilai  mengenai  benar  dan  salah  yang  dianut  suatu  golongan  atau 

masyarakat. 

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, 

sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada 

arti   pertama,   dan   urutannya   bisa   dipertajam   lagi.   Dengan   demikian, 

Menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:15 

a. Etika dipakai dalam arti: Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi 

pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah 

lakunya. Arti ini disebut juga sebagai system nilai-nilai dalam hidup 

manusia perseorangan atau hidup masyarakat. 

                                                           
13  Bertens, Etika, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.4. 
14 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Jakarta, 

Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. 
15 Bertens, Opcit, h.6. 
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b. Etika  dipakai  dalam  arti:  kumpulan  asas  atau  nilai  moral.  Yang 

dimaksud  disini  adalah  kode  etik.  Misalnya  kode  etik  Kepolisian, 

Kode etik Advokat Indonesia. 

c. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang baik atau yang buruk. Arti etika 

disini sama dengan filsafat moral. 

6. Polres Purworejo 

Dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala 

Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai 

pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam pasal tersebut mengatakan: 

“Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas 

dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah 

Kapolda” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).  

Dalam Bab II tentang Organisasi Polres, dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, pada bagian kesatu 

bab tersebut menjelaskan perihal kedudukan, tugas dan fungsi Polres. Dalam 

pasal tersebut mengatakan: “Kepolisian Resort (Polres) merupakan satuan 

organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di  

Polres terdiri dari 4 (empat) tipe. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan 

Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi 
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dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menyebutkan bahwa Polres 

terdiri dari:  

a. Tipe Kepolisian Resort Metropolitan (Polresmetro).  

b. Tipe Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes).  

c. Tipe Kepolisian Resort Kota (Polresta).  

d. Tipe Kepolisian Resort (Polres).  

 

E. Kerangka Toretis 

 

1. Teori Kewenangan 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan 

sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering 

dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya 

berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan 

pihak lain yang diperintah”(the rule and the ruled).16 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang 

tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan 

hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”17, sedangkan 

kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai 

                                                           
16 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),  h. 35-36 
17 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu 

Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: 

Universitas Airlangga, 1990), h. 30 
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wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu 

sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui 

serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.18 

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan19. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan 

yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan 

formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) 

hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) 

kebijakbestarian; dan f) kebajikan.20 

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara 

dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara itu dapat 

berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani 

warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan 

menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok 

orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok 

lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan 

tujuan dari orang atau Negara.21 

                                                           
18 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 52 
19 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,  tanpa tahun, 

h. 45 
20 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 

1998), h. 37-38 
21 Miriam Budiardjo, Op Cit, h. 35 
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Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau 

organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-

jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah 

pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi 

subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu 

aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek 

hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga 

dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui 

kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah 

wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 

dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus 

M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan 

dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter 

hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik 

maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan 

atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.22 

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian 

kewenangan dan wewenang.23 Kita harus membedakan antara 

kewenangan (authority, gezag)dengan wewenang (competence, bevoegheid). 

                                                           
22 Phillipus M. Hadjon, Op Cit, h. 2 
23 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung 

Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22 
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Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang 

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan 

wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari 

kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 

keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang 

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum[24. 

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: 

Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke 

bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het 

bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai 

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik)25. 

                                                           
24Endroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan 

Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65 
25 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 

1998),  h. 16-17 

 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8092365910558388529#_ftn10
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Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, 

penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian 

yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan 

kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang 

adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek 

hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang 

untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 

keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi 

secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada 

kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan 

delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ 

pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam 

arti pemberian  wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas 

nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat 

menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). 

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. 

Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:26  

                                                           
26 J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 

1998),  h. 16-17 
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a.    with atribution, power is granted to an administrative authority by an 

independent legislative body. The power is initial (originair), which is to 

say that is not derived from a previously existing power. The legislative 

body creates independent and previously non existent powers and assigns 

them to an authority. 

b.    Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one 

administrative authority to another, so that the delegate (the body that the 

acquired the power) can exercise power in its own name. 

c.    With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) 

assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in 

its name. 

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan 

yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga 

Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah 

asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan 

legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. 

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga 

delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji 

kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat 

suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) 
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memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat 

keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. 

Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian 

pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat 

didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi 

bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi 

tersebut. 

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:27  

a.    delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi menggunakan 

sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b.    delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya 

delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan 

untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 

c.    delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak 

diperkenankan adanya delegasi; 

d.    kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang 

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

e.    peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

                                                           
27 Philipus M. Hadjon, Op Cit, h. 5 
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Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 

(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. 

Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung 

oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber 

kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan 

dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) 

pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna 

mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat 

dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.28  

2. Teori Kepastian Hukum 

 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang 

yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

                                                           
28 F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya 

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219 
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terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.29 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut :30 

a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. 

b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut 

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di 

depan pengadilan  

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau 

utility. 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, 

dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, 

summa lex, summa crux”  yang artinya adalah hukum yang keras dapat 

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian 

                                                           
29 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, h.158. 
30 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), 

diakses pada 24 Juli 2014 
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kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi 

tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.31 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja 

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.32 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi 

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi 

penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin 

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum 

dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat 

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum 

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan 

semata-mata untuk kepastian33 

 

                                                           
31 Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59. 
32 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, 

h.23. 
33 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum  (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Penerbit Toko Gunung 

Agung, Jakarta, 2002, h.82-83. 
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F. Metode Penelitian 

Untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan suatu cara pendekatan 

guna memperoleh penyelesaian permasalahan tersebut. Pendekatan yang 

dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga 

penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan baik. Cara yang demikian 

dinamakan metode, artinya proses pemikiran yang teratur. 

Rony Hanitijo Soemitro, berpendapat dalam bukunya Metode Penelitian 

Hukum Dan Jurimetri, bahwa: 

“Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau 

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan 

menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada  keberadaannya”.34 

Dengan demikian untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan harus 

menggunakan penelitian terlebih dahulu. Sedang untuk memperoleh data dalam 

rangka penelitian, metode penelitian adalah suatu cara penulisan agar data yang 

diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. 

Mengingat bahan suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian, 

maka dalam penelitian skripsi ini pun dipergunakan metode-metode penelitian 

tertentu dalam rangka mendapatkan data-data yang dikumpulkan atau dibutuhkan 

jadi dapat dimengerti. Karena metode penelitian merupakan suatu saran dan cara 

                                                           
34Hanitijo Soemitro, Rony, SH, Prof., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1998 
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yang diperlukan untuk memenuhi obyek yang hendak diteliti, yang hasilnya akan 

dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, tesis. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan atau tipe penelitian yang dipergunakan dalam 

penyusunan penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis, karena menyangkut penelitian yang menekankan pada 

peraturan perundang-undangan atau didalam mencari data yang 

dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis. 

Dalam metode ini, masalah yang diteliti berkisar pada peraturan 

perundang-undangan, yaitu hubungan hukum antara satu perundang-

undangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lain serta kaitannya 

dengan praktek yang dilakukan atau penerapannya pada masyarakat. Namun 

demikian data yang diperlukan tidak hanya berpegang dari satu yuridis saja, 

tetapi juga memperhatikan segi lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan 

lain-lainnya. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Untuk mendapatkan gambaran kode etik profesi Polri di Polres 

Purworejo, maka spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. 

Dikatakan deskriptif karena menggambarkan secara sistematis, terinci dan 

menyeluruh mengenai implementasi PP No. 2 Tahun 2003 dan Perkap No. 

11 Tahun 2011 terhadap penagakan KEPP. 
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3. Sumber Data Penelitian  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber 

asli.Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data 

tersebut diperoleh.35 Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di 

Wilayah Kabupaten Purworejo. Data primer yang dicari adalah Penegakan 

kode etik Polri di Polres Purworejo. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan 

sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada 

literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.36 

Sumber data sekunder yang berupa sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

b) PPRI No. 2 Tahun 2003 

c) Perkap No. 14 Tahun 2011 

                                                           
35Adhyzal Kanfary, “Data Primer”, diakses dari, http://id.shvoong.com/social-

sciences/1997495/#ixzz2BSYC7YaK,30 April 2010 
36Oney84, “Data Sekunder dan Primer” diakses dari http://id.scribd.com/doc/18003036/data-sekunder-

dan primer, 15 Juni 2010 

http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495/#ixzz2BSYC7YaK,30
http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495/#ixzz2BSYC7YaK,30
http://id.scribd.com/doc/18003036/data-sekunder-dan
http://id.scribd.com/doc/18003036/data-sekunder-dan
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas 

mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri, yakni: 

a) Makalah-makalah  

b) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai 

Dana Desa dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten 

Purworejo. 

3) Bahan Hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang 

bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri 

dari 

a) Kamus Hukum  

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia  

c) Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal 

hukum, majalah dan sebagainya) 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan studi kepustakaan atau library research, yang berarti 

mengumpulkan data-data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku 

kepustakaan, selain itu juga dilakukan cara, yaitu :  

a. Observasi  

Observasi merupakan proses penelitian dengan cara mengadakan 

penelitian langsung dilapangan.  Dalam penelitian ini peneliti 
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mengadakan observasi terhadap pelaksanaan penegakan  KEPP di 

Polres Purworejo. 

b.  Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview 

ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak 

berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut 

interviewer sedang yang lain sebagai pihak pemberi informasi atau 

disebut interview (informan).  

Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta 

keterangan, dan penjelasan sambil menilai jawaban sekaligus 

mengadakan paraprase, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-

jawaban. Pewawancara juga bertugas menggali keterangan-keterangan 

lebih lanjut dan lebih dalam yang disebut sebagai proding.37 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

jalan yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis 

berdasaran pada tujuan research. Wawancara ini dilakukan guna 

mengetahui pelaksanaan  penegakan KEPP di Polres Purworejo. 

c. Dokumentasi  

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-

macam instansi, dan organisasi seperti Kepolisian, Pengadilan, sosial 

                                                           
37 Ibid, hal.71 
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budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian 

dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas dan 

atau kebenaran dari apa yang dimuat di dalamnya yaitu proses 

penyidikan, dan pelaksanaan penegakan KEPP  di Polres Purworejo. 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari 

record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang 

penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan38. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen resmi internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan 

suatu lembaga tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. 

Digunakannya metode dokumen dalam penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan data tentang proses penanganan penegakan hukum 

terhadap personal yang melanggar kode etik di Polres Purworejo.  

d. Studi Kepustakaan  

Studi kepusakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam pembuatan tesis. 

Dengan adanya hal tersebut, maka kita mendapatkan pengertian secara 

                                                           
38 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Offset, Bandung, 2001, h. 

161 
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umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan 

merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, 

seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang 

dipublikasikan.  

Dengan mengadakan studi/penelitian perpustakaan akan diperoleh 

data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara 

mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, 

Keputusan-keputusan dari instansi yang bersangkutan.  

5. Metode Penyajian Data 

Metode penyajian data dilakukan dengan jalan data- data yang telah 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian disusun dan 

dianalisa sehingga akan membentuk suatu laporan penelitian yang berupa 

tesis.   

6. Metode Analisis Data 

Pengertian analisis maksdunya sebagai suatu penjelasan dan 

menginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya 

menunjukkan cara berfikir induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan 

sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya 
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akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya 

tentang pelaksanaan penegakan KEPP di Polres Purworejo.i.39 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data. 

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana 

pembahasan penelitian serta hasilnya diutarakan melalui kata-kata 

berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab 

masing–masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas (1) Tinjauan Umum tentang 

Kepolisian,  (2) Tinjauan Umum tentang  Kode Etik dan Profesi Polri, (3) 

                                                           
39 H.B. Sutopo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II, UNS Press, Surakarta, hal. 

37-38 
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Tinjauan tentang PPRI No. 2 Tahun 2003, (4) Tinjauan tentang Perkap No. 14 

Tahun 2011, (5)  Kode Etik dalam Perpektif Islam 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan membahas (1)  

implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan KEPP 

di Polres Purworejo, (2) Kendala Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam penegakan KEPP di Polres Purworejo, dan (3) memaparkan  solusi yang  

dapat diusulkan untuk  mengatasi  materi yang tumpang tindih pada implementasi  

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 

Polri  serta  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan KKPP di Polres 

Purworejo 

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai 

rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 


